BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

masyarakat muslim, dan eksprimen tersebut dalam banyak hal sangat beragam. !
Fenomena dan peristiwa tersebut ternyata memunculkan pula kesadaran bara
tentang perlunya melakukan rekonstruksi pemahaman tethadap paradigma relasi Negara
dan Islam. Suatu kesadaran yang seharusnya diikuti dengan sangat teliti, seksama dan
cetekunan yang tinggi untuk mengungkap jawaban darj pertanyaan-pertanyaan umum
‘ang banyak membebani para intelektual Muslim mengenai, misalnya, bagaimanakah
ubungan Islam dan Negafa; apakah Islam melalyj petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran

an Al-Sunnah membicarakan tentang Negara; atau bagaimanakah konsep Negara dalam
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moralnya dalam khazanah Islam yang “resmi”, yaitu wawasan keagamaan yang sah yang
bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Sunnah yang autentik.

Namun, jika diamatj kesadaran seperti di atas timbyi setidaknya didasarkan pada
beberapa argumen logis, diantaranya, pertama, menguatkan keyakinan tentang
pentingnya menyerukan Pembaruan (rajdid) pemahaman terhadap doktrin-doktrin agama,
dalam pengertian bahwa upaya pembabaruan pemahaman seperti itu dilakukan dalam
rangka mengkonstektualisasikan ajaran-ajaran agama dalam benturannya dengan realitas
kontemporer yang dinamis, yang senantiasa berkembang dari waktn ke waktu, Kedua,
untuk menepis asumsi bahwa konsep politik Islam terbukti ‘tidak berdaya’ manakala
dihadapkan pada kenyataan perkembangan wacana politik modem, yang mensyaratkan
pentingnya interaksi antar hegara yang dipandang sebagai suatu komoditas politik primer.
Maka, mau tidak mau, paradigma hubungan agama dan negara yang banyak kita temukan
dalam khazanah intelektual Istam Klasik yang ditulis oleh para Yuris Muslim pun
meniscayakan adanya pembaruan. Hal itu disebabkan oleh pemikiran-pemikiran politik

ealitas saat ini memerlukan pengkajian ulang.

Tetapi apapun keniscayaan pembaryan paradigma hubungan agama dan negara ity
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sendiri, meskipun telah menjadi pembicaraan bersama dan diperdebatkan oleh para
pemikir Islam sejak kira-kira seabad yang Ialu, sampai sekarang belum terpecahkan
Secara tuntas. Tingkat kerumitan pembahasan tentang konsep Negara dalam Islam itu,
terutama didasarkan pada upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penting seputar,
apakah Islam mempunyai koéep tentang Negara atau tidak?

Sebagian menganggap, bahwa Islam melalu; universalitas nilai dan ajarannya,
mustahil tidak menyuguhkan suaty konsep tertentu tentang Negara, dimana bahwa
Negara dipandang merupakan wujud paling nyata dari aktualisasi Wwatak antropologis
manusia. Seorang manusia tidak dapat hidup menyendiri dengan mengisolasi diri dari
/ang lain, karena watak naturalnya untuk selalu berkumpul dan membutuhkan orang lain,
aka dibutuhkan suatu aturan-aturan tertentu untuk mengatur perkumpulan manusia ity

Yalam perspektif keagamaan, aturan-aturan ity adalah ketentuan-ketentuan wahyu.
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Negara telah dilakukan oleh ilmuwan Indonesia, misalnya Alan Samson (1968,1978),
Deliar Noer (1980), Ahmad Syafii Maarif (1983,1985), Kuntowijoyo (1 991), Munir
Mulkhan (1992), Bahtiar Efendi (1994), dan Douglas Ramage (1995).% Pada umumnya

nereka yang melakukan pengkajian dengan mengungkapkan dan mencoba menjawab

\nang Rizka Masyhadi, 2004, Hubungan Agama dan Neoara Taime Motz .. v
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berarti terhadap pemahamgn kita tentang Isiam g; Indonesia.*

HAMKA, Seorang ulama besar Indonesia yang telah menafsirkan Al-Qur’an
sesuai dengan situasj dan kondisi sosial politik Indonesia dj Zamannya dalam Tafsir A] -

dalam analisisnya Ia mengatakan ada tiga “modes of interaction” antara Islam dan

negara, yaitu dimulaj dengan bentuk hubungan yang bersifat antagonistika antara tahun
1966 sampai dengan tahun 1981, kemudian disusy] oleh bentuk hubungan yang lain,
yaitu hubungan yang bersifat resiprokal-kritis sekitar tahun 1982 sampai dengan 1985,
lan kemudian berubah dengan suatu model hubungan yang bersifat akomodatif semenjak
ahun 1985 dimana Islam menerima Pancasila sebagai satu-satunya azas dalam
emerintahan negara, Hubungan tersebut berkelanjutan sampai sekarang.®

Sementara itu, dalam lintasan historis Islam, hubungan agama dengan negara dan
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tersebut, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa posisi Nabj pada saat itu adalah sebagai
Rasul yang bertugas menyampaikan ajaran (al-Kitab) bukan sebagai penguasa, Kalaupun
ada pemetintahan, ity hanyalah sebuah alat untuk menyampaikan agama dan kekuasaan

bukanlah agama, Dengan kata lain, politik atay negara, hanyalah sebagai alat untuk
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yang artinya: « Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-Rasul Kami
yang disertai @!erangan—keterangan, dan Kami turunkon bersama merela Kitah
dan timbangan, agar manusia berlaku adil, dan Kami turunkan besi, padanya ada
kekuatan yang hebat dan manfaai-manfaat bagi manusia. dav e A7

Mmonastabeod 0o



Lebih lanjut Syafii menegaskan bahwa istilah dawlah yang berarti negara tidak

dijumpai dalam Al-Quran. Istilah dawlah memang ada dalam Al-Qur’an, QS. 59.7,

Allah, untui rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, oran -orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya hartg ity Jangan beredar di antarg
orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamay,
Maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimy, Maka tinggalkaniah, dan
bertakwalah kepada Aliah, Sesungguhnva Allah amat keras hukumarmya,

Tetapi bukan bermakna negara. Istilah tersebut dipakai secara figuratif untuk

melukiskan peredaran atay Pergantian tangan dari kekayaan,’

lalam  Al-Qur’an, Secara lebih eksplisit, menurut Haikal, Islam tidak memberikan
etunjuk langsung dan rinci bagaimana ummat Islam mengurus urusan negara, Namun

emikian tidak berarti bahwa Persoalan ini tidak bisa dirunut dalam Al-Qur’an. Haikal
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irat Politik Nurkhalish Madjid- Moehammad Roem, yang datang dari artikel Amien

oeslim dalam Sej yang Berubah-Ubah, dalam Musdah Mulia, 2001, Negara Islam, Pemikiran
litik Husain Haikal, Jakarta: Paramadina, h_xi.
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Rais.’

Dalam pemyataannya, Amien Rajg menyebutkan: “ ‘Islamic State’ atau negars
Islam saya kira tidak ada dalam Al-Qur’an, maupun dalam Al-Sunnah. Oleh karena itu
tidak ada perintah dalam Islam untuk menegakkan negara Isiam, Yang lebih penting

Amien Rais merupakan khasanah intelektya] yang sangat berharga, karena gagasan-
Bagasan mereka tidak dapat dilihat semata-mata sebagaj renungan intelektual dari tokoh
yang berada di atas menara gading, sebab mereka menuiis dalam konteks sebuah
pergerakan sosial, keagamaan dan politik di Indonesia dimana mereka terlibat secara

intens dan seriys sebagai pelaku utama,

politik praktis, baik itu menjabat jabatan publik, mencalonkan ataupun bergerak melajui
artai politik, 12
Sementara itu Muhammad Amien Rais adalah seorang politisi papan atas, Dengan

Azyumardi Azra, 2004, Menuju Masyarakat Madani. Bandung:Rosdakarya, h. 172,
1bid, h. 174

Abmnd O _1=* = - [



fa’arif dan Muhammad Amien Rais mengenai hubungan antara Islam dan negara
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B. Rumusan Masalah

Dalam suaty Penelitian sosial, Perumusan masalah adajal salah satu pokok
pembahasan yang sangat penting. Winarno Surakhmad mengemukakan dalam buky,
Dasar dan Tekhnik Research:

“Masalah  adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untyk

Untuk menjawab Permasalahan tersebut, penulis membatasi masalah yang akan
menjadi fokus penelitian sebagai berikut:
1. Penjelasan tentang Hubungan Islam dan Negara di Era Reformas;
2. Penjelasan Islam tentang Bentuk Pemerintahan
3. Keterikatan Masalah Islam dan Politik
4. Pertimbangan Kemajemukan dari
Masyarakat Indonesia
3. Konsep Negara Nasional di Indonesia dalam Perspektif

Islam
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6. Posisi Islam dalam Konfigurasi Politik di Era Reformagj

7. Penjelasan tentang Perlakyan Negara Terhadap Islam;
Pada Era Reformas;

8. Penjelasan tentang Kumptﬂan-KumpuIan Umat Islam
yang Banyak “variasi{”-nya pada Era Reformas;

9. Tujuan Akhir dari Perjuangan Umat Islam dalam
Konteks Berbangsa dan Bernegara di Indonesia

10. Su'ategi-Sn'ategi Pada Kalangan Umat Islam

Dewasa inj

C. Maksud dap Tujuan Penelitiap

Indonesia. Melakukan penggalian dan pengembangan pemikiran politik dalam
rangka menambah khasanah pengetahuan politik dalam negeri, dalam hal in{
pemikiran dua tokoh bangsa, yaitu Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif yang
memiliki kekhasan pemikiran, yakni memiliki konteks yang khas ke-
Indonesiaan,

2. Melanjutkan perintisan dalam hal penelitian politik Islam yang telah dirintis

ot Lty 24 .
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D. Manfaa¢ Penelitian

E. Kerangka Dasar Teori

1. Politik Dajam Perspektif Islam

maupun ummat. Sedangkan defenis; secara Syar ‘fy dibangun atas dasar dalil Naqli (Al

Qur’an dan Al-Sunnah), hal jni dapat dilihat dari Hadits Nabi Muhammad SAW yang
diriwayatkan oleh Bukhari,

“Seseorang yang ditetapkan oleh Allaly SWT (dalom  kedudukannya)

mengurus kepentingan ummat, dan ia tidak memberikan nasihat kepada merekq

(ummay), dia tidak akan mencium bau surga”, (HR Bukhari dari Mg ‘agil bin

Yasara).

enuju maslahatnya, Dengan pemahaman inj politik bernilai Iuhur, sakra] dan jelas-jelas




Dalam Piagam Madinah dapat dilihat bahwa hubungan antarq pemimpin agama
limana Nabi Muhammad sebagai pemimpin agama Islam yang sangat dominan
umlahnya saat ity dengan pemimpin kaum nashrani yang merupakan kanm minoritas
tjalin dengan sangat baik. Keduanya melakukan perjanjian berdasarkan keadilan Islam
an bersumber dari Al-Quran tetapi tidak mengesampingkan hak-hak ummat yang

innya yang berada di Madinah saat jtu, 1

Perkembangan Islam sejak kemunculannya lebih banyak ditandai dengan nuansa
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Spanyol hingga India,
Pada sisi lain, atag dasar ayat Al-Qur’an “Tiada aku lewatkan g dalam Al-Kitab
ini sesnaty apapun,” ditambah “Saya tidak mengutusmu kecuyalj mendatangkan

kesejahteraan bagi alam semesta” maka segerq disimpulkan bahwa ajaran Islam jmy

masyarakat Islam berbeda dar; waktu ke wakty,
Dalam wacana politik ada persoalan apakah kerasulan Mubammad SAW

mengandung misi politik? Apakah agama Islam terkajt erat dengan persoalan politik,

Jawaban atas pertanyaan tentang hubungan antara Islam dan politik (kekuasaan
enegaraan) dapat dikelompokkan menjadi tiga,

Pertama, kelompok yang berpandangan bahwa Islam bukan agama dalam paham
arat, yang hanya mengurusi hubungan manusia dengan Tuhan saja. Sebaliknya Islam
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kenegaraan yang dilaksanakan gleh Rasulllah SAW dap Khulafa Al-Rasyidin, Pendukutig
kelompok ini antara lain Hasan Al- Banna, Sayyid Quthb, Rasyid Ridha dan Al-Maududi,

Kedua, kelompok yang berpandangan bahwa [slam itu agama sebagaimana yang
dipahami Barat, Nabj Mubammad hanya seorang Rasy] sebagaimana para Rasy]
sebelumnya, tidak otomatis memegang kekuasaan politik, Tugas seorang Rasy yang
begitu mulia, mengajak manusia di atag rel-rel yang benar dan budi pekerti yang luhur,
tidak dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara, Pendukung kelompok
ini antara lain, Ali Abdy] Raziq dan Dr. Thaha Husajn.

pertama, tetapi juga menolak bahwa Islam itu seperti yang dipahami Barat. Kelompok ini
berpandangan bahwa dj dalam Islam tidak ada sistem politik atay kenegaraan, tetapi
terdapat prinsip-prinsip dan nilaj etika bagi kehidupan bemegara, Pendukung kelompok
ini antara lain, Dr. M. Husai Haikal dan Fazlug Rahman,'¢

2. Politik Dalam Perspektif Barat

Pada umumumnya dapat dikatakan bahwa politik (politics) adalah bermacam-
macam kegiatan dalam suvaty sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses
menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu untuk melaksanakan tujuan-tujuan jtu,
Pengambilan keputusan (decision making) mengenai apakah yang menjadi tujuan dari
istem politik ity menyangkut seleksi antara beberapa altematif dan penyusunan skala
rioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih itu,

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itn, perlu ditentukan kebijaksanaan-
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dan bukan tujuan pribadi seseorang , lag;

bagai kelompok, termasuk Partai politik dan kegiatan individy, !

3. Negara Dalam Perspektif Islam

Dalam kajian Islam, istilah negara bisa bermakng daulah, khilafah, hukumah,
imamah dan kesultanan,

Istilah daulah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata daala-yadulu-daulah,

artinya bergilir, beredar dan berputar (rotate, alternate, take turns or occur Pperiodically).

Menurut Olaf Schumann, istilah daulah adalah dinast; atau bangsa, yaitu sistem
ekuasaan yang berpuncak pada seorang pribadi yang didukung oleh keluarga atau
laiennya. Dalam konteks medern, istilah tersebut diartikan konsep negara dalam konsep
lama di kalangan diskursus Islamisasi kontemporer. ‘

Menurut sejarah, istilah inj pertama kali digunakan dalam politik Isfam ketika
khalifahan dinasti Abbasyiah meraih tampuk kekuasaan pada pertengahan abad ke
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Din Syamsudin menyebutkan bahwa berpangkal dari penasbitannya dengan kekuasaar
Abbasyiah serta kemudian Utsmaniyah, maka kata daulah mengalami transformasi
makna menjadi “negara” atay “kekuasaan negara”, sehingga untuk menunjukkan
konsep negara atay negara bangsa, pemikiran politik Islam mengajukan kata daulah,
seperti terdapat dalam istilah gin wa daulah untuk agama dan negara. !°

Istilah Kilafah mengandung  arti perwakilan’, pergantian’, ‘atay Jjabatan
‘khalifah’, Istilah inj berasal dari kata Arap “khalf”, yang berarti “wakil, pengganti, dan
penguasa”. Dalam perspektif politik Sunni, khilafah didasarkan pada dua rukun, yaitu:
konsensus elit politik (ijma’} dan pemberian legitimasi (bai at), cara yang digunakan
untuk memilih pemimpin yang ditetapkan oleh elit politik.2

Menurut Bernard Lewis, istilah khilafah pertama kali muncy] di Arabia pra Islam
dalam satu prasasti Arab abad ke-16 Maschi. Disana kata khilafah tampaknya
menunjukkan semacam raja muda atau letnan yang bertindak sebagai wakil pemilik
kedaulatan yang berada di tempat lain. Sedangkan dalam Islam, istilah ini pertama kali
digunakan ketika Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah Nab; Muhammad,

Tentang negara Islam, secara eksplisit tidak pernah disebutkan dengan tegas pada
nash-nash wahyu, Tetapi pada dataran realita, sejarah telah membukfikan bahwa
bangunan masyarakat atay negara Islam itu pernah terwitjudkan dan tidak sama antara
periode yang satu dengan periode berikutnya. Terlihat jelas perbedaan sistem khalifah

pada masa Khulafaurrasyidin dengan sistem monarki Daulah Umayyah dan Daulah

S

® [hsan Ali Fauzi (penterjemah), 1994, Bahasa Poiitik Isiam, Jakarta: Gramedia, h. 50
?Dil'l S)’Mlldina 2000. Etika Agama Dalam Mombmsosis e 1 o ne o o0



19

a). Prinsip keadjlan

Keadilan merupakan Prinsip utama dalam spay pemerintahan Islam,
Perintah tentang keadilan banyak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Quran
maupun Al-Hadist. Beberapa ayat yang dapat dikemukakan disin; antara lain
adalah:

QS.An-Nisa, 4:58.

g
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Maha mendengar lagi Maha Melihar.

Aﬂ"Nahl, 16:90.
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90. Sesungguhnya Allan menyuruh (kamy) berlaku adil dan berbuat
kebajikan, member; kepada kaum kerabat, dan Allah moleeoer. o n
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Al-An’am, 6:152,
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[520] maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.
Shad, 38:26.
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26. Hai Daud Sesungguhnya kamj menjadikan kamu khalifah @enguasa)
di muka bumi, Makq berilah Keputusan (perkara) di antarq manusia dengan adil

Al-Maidah,5:42.
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42. Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong,
banyak memakan yang haram{418]. jika merekq (orang Yahudi) datang
kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskaniah (perkara ity diantarqg
mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamy berpaling dari mereka Maka
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b). Persamaan dj hadapan hukum

Sesuai prinsip ini, maka siapa pun, di mata Isiam adalah sama dihadapan hukum.
Rasulullah saw dalam sebyah riwayat pernah menerangkan bahwa sekalipun fathimah
adalah putrinya sendiri, namun seandainya melakukan pencurian pastilah tetap dipotong
tangannya. Demikian pula khalifah Al pada saat berselisih dengan seorang pedagang,
beliau dapat dikalahkan dj pengadilan oleh rakyat biasa, karena semua orang sama di
mata hukum,

c). Keadilan dan pembangunan
Pada sisi sosio-politik, Islam juga menjunjung tinggi prinsip keadilan, Pemerataan
hasil pembangunan bagi seluruh rakyat sangat diutamakan, sementara kezhaliman dan
kesewenang-wenangan dengan menahan hasil pembangunan sangat ditentang, Sehingga,
hasil pembangunan dapat merata dan menyentuh hingga ke seluruh pelosok negara umat
slam. Hal ini telah dibuktikan oleh khalifah Umar bin Khatab, misalnya dengan

mosebinad Lo .
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d). Keadilan bagj kalangan minoritas
Dalam Negara Islam, penghormatan tethadap warga negara yang non-Muslim
sangat dijunjung tinggi, baik Rasulullah saw, khalifah Umar bin Khatab, dan beberapa

Petjanjiannya, tidak diperangi, dan tidak dibebani lebih dari kemampuannya. Islam
memandang bahwa warga negara non-Muslim, tentu saja yang tidak memerangi Islam,
harus dihormati dan dihargai, dijaga hak-hak hidupnya, dan mempunyai kedudukan yang

sama dengan warga negara yang Muslim.

e). Prinsip syura (musyawarah)

Prinsip yang tidak kalah penting dari prinsip keadilan adalah prinsip syura atau
musyawarah, seperti diperintahkan dalam QS.Ali Imran, 3:159 dan Asy-Syura, 42:36-38,
Dengan musyawarah, maka persoalan yang dibicarakan akan lebih matang dan lebih
kuat, karena didukung oleh banyak orang dan merupakan hasil pemikiran dari banyak
ahli pula, selain tetap bersandar pada prinsip-prinsip agama yang berasal dari wahyu
Tuhan. 2!

Mengenai substansi atau isi darj sebuah negara yang melaksanakan ajaran Islam
menurut Amien Rais:

* Gambaran saya tentang sebuah negara yang melaksanakan ajaran Islam
adalah suatu negara yang menciptakan masyarakat yang egalitarian, yang para
pemimpinnya  berorientasi kepada kesejahteraan rakyat dan senantiasa
mengeliminasi, setidak-tidaknya memenimalisasi eksploitasi manusia atas
manusia lainnya dalam segala bentuk dan manifestasinya, Adapun negara itu kita

namakan negara sosialis, hegara pancasialis, atau apa saja, bagi saya itu masalah
formalisme, masalah penamaan belaka, Selain itu, suatu negara yang melindungi

2' Avalmadle. AnnL »-



sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya,

Kata negara sama dengan kata “szgqr”

Beberapa sarjana Hukum Tatanegara dan Hukum Internasiona] menyebutkan
erbagai macam defenisi tentang negara, yaitu;
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Raymond Gette] (pemikir politik dari Inggris) membedakan dua macam
pemikiran politik. Pertama, pemikiran politik yang bertujuan mempertahankan keadaags-
keadaan politik yang ada, untuk kemudian disebut sebagai pemikiran politik konservatif
Pemikiran ini dianggap kompatibel dengan menjelaskan sistem politik dan zamannya ity
dan bertujuan mempertahankan starys quo politik dari zaman iy Pemikiran politik
konservatif ini terutama dikemukakan oleh kelas yang berkuasa pada suatn masa dapat
kiranya dimengerti. Kedua, adalah pemikiran politik kritis yang timbul sebagai tantangan
tethadap keadaan politik yang ada. Pemikirnya berusaha menampakkan kekurangan-
kekurangan dan kelemahan-kelemahan dari sistem politik yang ada saat itu, dengan
mengkritik dan menilai keadaan dan tertib sistem politik itu,

Pemikiran politik kritis selaly berusaha merubah status quo keadaan politik
dari suatu zaman. Pemikiran politik seperti ini sering ditemukan dalam karangan yang
bersifat utopis, se;perti tulisan-tulisan Thomas More, Campanella, dan lain-lain dan dalam

karangan revolusioner, seperti tulisan John Locke, Montesquieu, Karl Marx 26

6. Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Sekuler

Pendukung sekulerisme, yang berpendirian bahwa agama harus sama sekali
terpisah dalam urusan-urusan dunia. Dalam pandangan mereka, konsep negara agama
merupakan sebuah konsep yang sudah usang dan tertinggal. Mereka menegaskan bahwa
model sistem politik seperti itu harus dibatasi pada zaman dimana manusia masih miskin
akan ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam mengatur hubungan-hubungan di antara

mereka dalam masalah hukum, ekonomi, dan kebudayaan. Meskipun demikian,

—
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menjadi identitas bangsa 24

5. Pemikiran Politik Islam
Pemikiran politik adalah bagian dari ilmu politik yang mengkhususkan diri dajam
penyelidikan tentang pemikiran-pemikiran yang terdapat dalam bidang politik, sejak dari

terpendam (latens). Dalam artj tertentu dapat dikatakan bahwa setiap persekutuan hidup
mempunyai ahli-ahli pemikir politiknya 25

terlepas dari pribadi Orangnya, sebagaimana dipergunakan oleh Figgis dalam bukunya
Divine Right of King, dan oleh Ruggiero dalam History of European Liberalism,
Sedangkan metode yang menitikberatkan pada orangnya, seperti digunakan Faquet dalam

ukunya yang berjudul Politique et Moralisted dy dixneuvieme siecle,

M. Thalib (penterjemah), 1990. Politik dan Negara Dalam Iclnm Queakaa. 21 7 s
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wahyu, Dalam haj ini, hukum, ekonomi, keputusan-keputusan politik dan juga
pembentukan struktur sosjal kita, sistem hak-hak dan kewajiban-kewajiban, kesemuanya
itu dianggap sebagai urusan manusia dengan manusia dan bukan urusan manusia dengan
Tuhan, Oleh karenanya, dalam masalah-masalah seperti ity agama harus mendelegasikan
egala sesuatunya pada rasjonalitas manusia dan ilmu pengetahuan,

Pandangan singkat berkaitan dengan pemikiran sekular dj atas menunjukan bahwa
nereduksi sekelurisme hanya sebagai doktrin politik saja tidak tepat. Pemisahan agama
ari politik hanyalah salah satu bagian saja dari sekulerisme,?’

Pemisahan agama bukan hanya dari politik saja, tetapi dari etika, seni, hukum,

At __ _fwe r -



7. Relasi Negara dan Agama dalam Perspektif Islam

Dikalangan umat Islam sampai sekarang terdapat tiga aliran tentang hubungan

antara Islam dan ketatanegaraan;

1. Aliran Fundamentalis yang berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata
agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara
manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah Suatu agama yang sempurna dan
yang terlengkap dengan pengaturan bagi segala aspek kehidupan manusja
termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya
berpendirian bahwa:

a. Berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam
pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan
Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan yang lengkap
dengan peraturan bagi segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan
bernegara umat Islam hendaknya kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam,
dan tidak perlu atau bahkan Jjangan meniru sistem ketatanegaraan Barat.

b. Sistem ketatanegaraan atay politik Islam yang harus diteladani
adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Besar Muhammad dan oleh
empat Al-Khulafa al-Rasyidin. Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara Jain
Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Syekh Muhammad Rasyid Ridha, dan
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yang rasional-substantif, Demokrasi mengamsumsikan "liberalisasi”. Untuk ini, Islam
disentesakan dengan demokrasi barat, Namun, dalam Islam tidak "diharamkan" adanya
transformasi prinsip Islam ke dalam akomodasionisme kultyr dan politik yang secara
substansi sejiwa dengan nilai-nilai Islam, Keempat premis dan konklusinya adalah
sebagai berikut:

Konklusi tentang Islam dan Negara Indonesia : (1) penerimaan sistem kenegaraan
Pancasila; (2) Yang inti adalah keadilan, persamaan;tidak penting ekspresi politik yang
simbolis/ideologis Islam,

Tabel 1.1. Deduksi Versi Munawir Syadzali

Proposisi ke-4 Yang Maha Benar adalah Allah; pemahaman Muslimin relatif —[

Proposisi ke-3 Islam diinterpretasi dari waktu ke waktu

Proposisi ke-2 Islam menyediakan prinsip-prinsip politik bukan institusi &
ideologi

Proposisi ke-1 Alquran & Al-Sunnah tak mewajfbkan mendirikan negara Islam

Gagasan-gagasan politik yang theology-driven dari Munawir Sjadzali, tulis
Baktiar Effendy, telah memainkan peranan penentu dalam membentuk Munawir Sjadzali
tentang negara Indonesia yang berdasar Pancasila.

Banyak di antara kita dapat salah paham tentang pemikiran Munawir Sjadzali
mengenai Islam dan negara Pancasila. Seolah-olah Munawir Sjadzali tidak apresiatif
terhadap niat baik pihak-pihak yang punya aspirasi dalam memperjuangkan Negara
[slam. Penerimaan Munawir Sjadzali pada sistem kenegaraan Pancasila dan tidak-adanya

‘keharusan agama” bagi pembentukan partai agama (Islam) dan ideologi (politik) Islam,

Holataen 3%, »
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3) Perkembangan Kinj

Pada masa sesudah Soeharto, varian sintesisnya tampaknya terys bergulir, tanpa
dilambangkan dengan tokoh pemikir tertentu — kecyal; bahwa pemikiran politik

kerja teoritis Mohammad Natsir (1950-an) memiliki pelanjut-pelanjutnya. Hal ing
diindikasikan pada Ppandangan-pandangan politik resmi pada beberapa partai Islam,
seperti PBB, PPP dan PK (kini menjadi PKS). Demikian pula kerangka kerja yang
dirumuskan Munawar Sjadzali (1980-an) agaknya memiliki “pasay” tersendiri, seperti
diindikasi oleh diskursys sekitar “liberalisme” cara pemahaman Islam,

Di bawah ini sekedar perbandingan antara, sebyt saja, wacana “politik sekular”
dan wacana “politik religius”- dengan memasykan Bung Kamo masa lampay.

Menurut Yuzril Thza Mahendra (1994), Natsir tergolong moderat, dalam art; ia
menerima (lembaga dan nilai) demokrasi libera untuk disintesakan dengan “dasar-dasar

sosial politik Islam*
Tabel 1.2. Tiga Wacana
Wacana F. Magnis (1990) Wacana Bung Karno Nurcholis Madjid

1. Pemisahan total 1. Pemisshan “lunak” 1. Pemisahan “lunak”

2, Proses politik 2, Proses politik 2. Negara  Pancasila
menutup sekat bagi demokratis dapat diisi dengan nilaj-
“ruang” politik membuka corak Islam nilai agama

3. Intelektualismenya pada negara Pancasila (termasuk Islam)

L dogmatis 3. Sintesis 3. Sintesis

4) Sintesis NU (Nadhatul Ulama)

Varian sintesis lain adalah sikap penerimaan Pancasila oleh arus utama NU

Nadhatul Ulama), Apa yang membedakan varian NU. Mungkin adalah bahwa

» »
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F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Pepelitian ini bersifat deskriptif, yaitu jenis yang digunakan untuk
mendeskripsikan objek-objek, kasus-kasus dan situasi-situasi dengan teliti. Dimana
penelitian ini mencoba merangkai kenyataan menjadi suatu cerita (marasi) yakni

menguraikan secara teratur suatu masalah, keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya.

2. Data dan Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang diperlukan dari penulisan ini dalam
memecahkan suatu masalah adalah data primer dan data sekunder.
a. Data Primer
Data primer yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data hasil
wawancara yang akan penulis lakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada
dua tokoh yang menjadi objek penelitian penulis terkait dengan memikirannya tentang
politik Islam, khususnya tentang relasi agama Islam dengan Negara di Indonesia. Yaitu
Mubammad Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif,
b. Data Sekunder
Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:
1) Buku yang ditulis oleh Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif, yaitu:
a) Rais, M. Amien, 1999. Ijtihad dan Terobosan: Esai-Esai
Reformasi, Cilegon: Larayba Press Merak.

b) Rais, M. Amien, 1998. Membangun Politik Adi Luhung:
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Munkar. Bandung: Zaman Wacana {lmy,

¢) Rais, M. Amien, 1998, Amien Rais Berjuang Menunsyy
Perubahan. Yogyakarta: Pena Cendikia,

d) Rais, M. Amien, 1998 Tauhid Sosial: Formulg Menggempur
Kesenjangan. Bandung: Mizan,

€) Rais, M. Amien, 1997, Demi Kepentingan Bangsa. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.

f) Rais, M. Amien, 1999, Cakrawala Islam: Antara Cita dgn
Fakta. Bandung: Mizan.

8 Maarif, Ahmad Syafti, 1985. Islam dan Masalak, Kenegaraan,
Studi Tentang Percaturan Konstituante, Jakarta: | P3ES.

k) Maarif, Ahmad Syafii, 2006. Titik-Titik Kisar di Perjalananku:
Otobiografi Ahmad Syafii Maarif Yogyakarta:Ombak.

i} Maarif, Ahmad Syafii, 1996. Islam dan Politik: Teori Belah
Bambu Masa Demokrasi Terpimpin(1959-1965). Jakarta: Gema
Insani Press.

J) Maarif, Ahmad Syafii, 1993. Peta Bumi Intelektualisme Islam d;
Indonesia. Bandung: Mizan,

Tulisan-tulisan yang tersebar di berbagai media cetak, jurnal baik itn

terbitan Muhammadiyah, universitas maupun yayasan, dan buky-
buku berisi kumpulan tulisan yang salah satunya adalah tulisan
kedua objek penelitian skripsi ini.

Buku yang ditulis oleh para ahli dan pakar tentang Mubhammad




C. Dr. Wahid Ra’fat, Seorang penulis Mesir mendefenisikan bahwa negara adalah
sekumpulan besar masyarakat yang tinggal pada suatu wilayah tertenty dj
belahan bumi ini. Yang tunduk kepada suatu pemerintahan yang teratur yang
bertanggungjawab memelihara eksistensi masyarakatnya, mengurus segala
kepentingan dan kemaslahatan umum,

d. Dr. Abdul Hamid Mutawalli mendefenisikan bahwa negara adalah suaty
institusi abstrak yang terwijudkan dalam sebugh konstitusi untuk masyarakat
yang menghuni wilayah tertenty dan memiliki kekuasaan umum,

Dati sejumlah defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa negara adalah
sekumpulan manusia yang secara tetap mendiami suaty wilayah tertentu dan memilik;
institusi abstraknya sendiri serta sistem yang dipatuhi oleh para pemegang kekuasaan
yang ditaatinya serta kemerdekaan politik. Negara juga memiliki unsur, adanya bangsa
/ang mendiami wilayah tertentu dj belahan bumi ini, adanya institusi abstrak yang

literima baik oleh bangsa tersebut dan direalisasikan oleh pemegang kekuasaan, adanya

ictam wrama 2% e
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Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif, baik tentang pemikirannya,
sepak terjang dan biografinya. Antara lain:
a. Thaha, Idris, 2005. Demokrasi Religius, Pemikiran Politik
Nurkhalish Madjid dan M. Amien Rais. Jakarta: Teraju.
b. Bahar, Ahmad, 1998. Amien Rais, Gagasan dan Pemikiran
Menggapai Masa Depan Indonesia Baru. Yogyakarta:
Pena Cendikia.
¢. Hasyim, Mushtofa W. dan Effendi Luthfi, 1999. Amien
Rais Siap Gantikan Habibi. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
d. Syam, Firdaus, 2003. Amien Rais dan Yusril Ihza
Mahendra di Pentas Politik Indonesia Modern. Jakarta:
Khairul Bayan.
e. Arie, Iwan Karmawan, 1999. Cikal Bakal Kepemimpiran
Amien Rais, Legenda Reformasi. Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada.
f. Najib, Muhammad (et.al.), 1998. Suara Amien Rais Suara
Rakyat. Jakarta:Gema Insani Press.
g- Ghazali, Abdul Rohim (ed), 1998. Amien Rais dalam

Sorotan Generasi Muda Muhammadiyah. Bandung: Mizan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (interview)
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mendalam dan mendetail, teknik wawancara ini dilakukan karena penulis ingin
mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam mengenai pandangan Muhammad
Amien Rais dan Ahmad Syafii Maarif mengenai hubungan antara agama Islam dan
Negara di Indonesia.
b. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari
buku-buku, dokumen-dokumen, majalah, jumal, kolom dalam media massa yang
bermanfaat untuk melengkapi informasi terhadap penelitian tentang hubungan antara
Islam dan Negara di Indonesja dalam perspektif Muhammad Amien Rais dan Ahmad

Syafii Maarif.

4. Teknik Analisa Data

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan maka teknik analisa data yang
dipergunakan adalah analisa kualitatif, dimana data yang diperoleh diklasifikasikan dan
digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan dipisah-pisahkan menurut kategori untuk
memperoleh kesimpulan.

Selanjutnya menganalisa gejala-gejala  atau  objek yang diteliti dan
menginterpretasikan data atas teori Yang ada serta runtut memakai makna yang bersifat
menyeluruh. Karena data yang diperoleh bukan angka-angka, maka laporan penelitian

akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut

Araney Ateawal L .1 1 ¢
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Peristiwa-peristiwa dj sekitar kepresidenan Abdurahaman Wahid membawa kita pada
sejumlah pertanyaan-pertanyaan teoritis (lama?) berkaitan dengan kehidupan politik,
yakni antara otonomj manusia dan campur tangan “tangan Tuhan”. Lepas dari paham
humanisme universalis dan demokrasi Gus Dur, Pandangan dunia para pendukungnya
(terutama di Jawa) sangat akrab dengan apa yang oleh Weber disebut sebagai bidang-
bidang magic dan politics. Ketika, banyak ulama NU menyangsikan kesunggohan Poros
Tengah (=Amien Rais) dalam plot kepresidenan Gus Dur. Mereka kemudian mengadakan
ritual keagamaan untuk mengetahui “berita langit” dan seberapa andil “tangan Tuhan”,
Penerimaan demokrasi pada NU memiliki nuansa tertentu yang kurang seiring dengan
prinsip demokrasi : (1) dalam kasus ketokohan Gus Dur, ia dipandang oleh elemen
pendukungnya sebagai Ratu Adil-satu paham dan nilaj yang merujuk pada Ratu Adilisme
atau Mesianisme, dan manifestasi partisipasi politiknya digambarkan dalam laporan
Anwar Hadiojo, “NU dan radikalisme Massa Periferal” dan muatan ideologis anti
kemapanannya menimbulkan kontrofersi apakah NU “terkena rayuan kiri” ; (2) legitimasi
atas kekuasaan bersifat pre-factum yang berdasar atag “restu Tuhan”, bahwa Gus Dur
menurut “berita langit” memang dipilih Tuhan sebagai presiden (jadi, pada level sosial,
tak perlu ada rasa syukur kepada Poros Tengah?!),

Dengan demikian, sungguhpun tergolong ke dalam varian sintesis, tapi ada

maoanialane~ il .. Anna
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b. “Wacana Asij Isiam”

Dengan wacana “Ag]j Islam™ dimaksudkan sebagai wacana yang sering dinamakan
fundamentalis, Dj Indonesia, wacang ini secarg prinsip mengikuti pokok-pokok
pemikiran para grand therorist (seperti Al-Maududi dan Rasyid Ridha dan Hassan Al-
Banna). Abul A’Ia Al-Maududi misalnya bicara tentang Islam sebagaj negara “universa]”
dan menyeluruh”, “negara ideologis”, “teori kekhalifahan, dan hakikat demokrasi dalam
Islam®,

C. Perangkap Stigmatisasi Islam di Indonesia

Akar perdebatan tentang hubungan Islam-Negara Indonesia, sebenarnya berpusat
di sekitar perbedaan paradigma dan grand theory. Kepolitikan “sekylar® yang menjadi
mainstrem di Barat (dengan grand theorist utama Max Weber yakni gagasan tentang
pemisahan agama dari negara) berhadapan bersifat antitesis terhadap kepolitikan sekular
itu.

Mengingat bahwa para pendiri Republik Indonesia sudah membuat sintesis yang
kurang lebih “jalan tengah” itu masa kini adalah, antara lain, adanya output politik bidang
perpajakan, yang telah menerima ekstensi pembayaran zakat sebagai bagian - atay
komponen yang sah dari “pengeluaran untuk publik”pajak. Dan eksistensi bank syariah
sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, Hemat, Muhamad Hari Zamharir ini
adalah bentuk kongkret hubungan Islam-Negara Indonesia yang berdasar Pancasila, dan
indikator Penghargaan sistem politik kita atas apa yang terdahulu disebut oleh Richard

Falk sebagai identitas peradaban,3°

———
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negara, Tokoh-tokoh terkemuka aliran ini antara lain Alj Abgd al-Raziq dan
Dr. Thaha Husein.

3. Aliran ketiga yaitu Substansialis yang menolak bahwa Islam adalah suatu
agama yéng serba lengkap dan bahwa Islam terdapat sistem ketatanegaraan,
Tetapi aliran inj juga menolak anggapan bahwa Islam adalah agama dalam
pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan Maha
Penciptanya. Aliran inj berpendirian bahwa dalam Islam tidak dapat sistem
kenegaraan, Tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan
bernegara. Di antara tokoh-tokoh dari aliran in; yang terhitung cukup

menonjol adalah Dr. Mohammad Husein Haikal, seorang pengarang Islam

Perbedaan pandangan ini membawa dampak pada persoalan antara Islam dan
Negara yang menjadi salah saty subyek pembahasan penting dalam masa modern inj.
Apakah keduanya tidak seharusnya ditempatkan pada dua kutub berlawanan, dalam
artian bahwa pelaksanaannya harus secara integral dan seimbang ataukah Barat dan
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urusan negara meérupakan tugag keduniaan, tapi berdimensi agama, karena ity
melaksanakan politik kenegaraan dapat disesuaikan dengan perkembangan dag tuntutan
Zaman dengan tanpa mengabaikan Prinsip-prinsip dasar al-Qur’an dan Sunnah Nabij.
Sehubungan dengan perbedaan pemahaman ajaran Islam, maka dalam hubungan
agama dan negara, pendapat pertamq mengambil suaty baradigma pemikiran bahwa
Islam adalah agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat berbagai sistem

kenegaraan, sesya; dengan petunjuk dasar yang ada dalam al-Qur’an, Kelompok aliran

yang ada di dalamnya,
| Pendapat aliran ketiga ini yang memisahkan agama dan negara menyalahi prinsip-
prinsip umum tujuan Allah Mmengutus para nabi dan Rasul, utamanya misi yang dibawa

Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir sepanjang masa. Jika agama yang dibawa Nabj

¥ P IS I



dijalankan berdasarkan rasionalitas saja. %

Wacana tentang hubungan Islam dan Negara di Indonesia dapat dikelompokkan
ke dalam (1) wacana sintesis, (2) wacana "as[j Islam", dan (3) wacana yang
memposisikan "Islam tradis;" tanpa ada persoalan dengan institusi

a. Wacana Sintesis
1) Sintesis Versi Mohammad Natsijr

Di masa pemerintahan Soekarno, wacana sintesis (ajaran-ajaran asli Islam dan
demokrasi Liberal Barat) disimbolkan dengan tokoh Mohammad Natsir. Varian yang
dikemukakan Mohammad Natsir mungkin lebih menampilkan sintesis yang rasional-
logis. jika diingat, bahwa prinsip demokrasi adalah menghargai, meminjam istilah Falk,
"identitas peradaban"(atau subkultur?), maka perpaduan Islam dan demokrasi Barat dapat
saja menghasilkan partai Islam yang demokratis, atau ideologi Islam yang terbuka dan
toleran. Jadi, keberadaan partai Islam yang demokratis seperti Masyumi dan aspirasi
suatu Negara Islam yang demokratis adalah rasional. Juga Pancasila diterima Mohammad
Natsir, sejauh Pancasila itu adalah "Islami"

2) Versi Munawir Sjadzali

Di masa Soeharto, wacana yang tergolong sintesis oleh kalangan ilmuwan
diidentifikasi, dalam hal inj Munawir Sjadzali. Menurut Bahtiar Effendy, ada empat
premis yang dijadikan dasar oleh Munawir Sjadzali untuk membuat koklusi pokok
tentang Islam dan Negara.

Varian yang dikemukakan Munawir Sjadzali mungkin lebih menampilkan sintesis
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